
 
BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR   41   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  

NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan Kabupaten Demak, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak beserta perubahannya; 
 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 

Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah, semua ketentuan terkait bentuk, 

penomoran dan penetapan dalam pembentukan produk 

hukum daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sehingga Peraturan Bupati Demak 

Nomor 20 Tahun 2013 perlu diubah untuk kedua kali; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11    

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016     

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009      

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5035); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009      

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang 

Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 176); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata 

Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republi 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 446); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 

tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012 Nomor 29); 

 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak        

Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 20       

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 25); 

23. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2015 Nomor 8); 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Demak      

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 25             

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 25) diubah dengan 

perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

           Ditetapkan di Demak  

    pada tanggal 27 Agustus 2021 

 

        BUPATI DEMAK, 

                 

        TTD  

 

        EISTI’ANAH 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR    41 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KABAG ORGANISASI  



LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR     41     TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

BUPATI DEMAK NOMOR 20 TAHUN 

2013 TENTANG PEDOMAN TATA 

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

 

PENOMORAN NASKAH DINAS 

 

 Penomoran pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam 

kearsipan, oleh karena itu susunannya harus dapat memberikan 

kemudahan penyimpanan, temu kembali, dan penilaian arsip. 

1. Naskah Dinas Selain Produk Hukum Daerah 

-  Terdiri dari : kode klasifikasi, nomor urut agenda; 

-  Keterangan : 

1) Kode klasifikasi adalah kode yang digunakan dalam aturan 

kearsipan. 

2) Nomor urut merupakan nomor urut dalam agenda surat dimaksud. 

Contoh :  

Nomor : 800/38 

Nomor : 061/15 

 

2.   Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan 

nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris ditengah atas 

dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, 

kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop, 

naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. 

 

 

BUPATI DEMAK, 

 

     TTD 

 

                     EISTI’ANAH 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KABAG ORGANISASI  


